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KATA PENGANTAR 

 
Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Pengantar Ilmu Kemaritiman telah selesai di 

susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan 

sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki 

minat terhadap pembahasan Pengantar Ilmu Kemaritiman. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 

PENGANTAR ILMU KEMARITIMAN. Memperkuat jati diri bangsa sebagai 

negara maritim perlu dilalui dengan proses pembelajaran yang terus-menerus, 

agar menjadi suatu kebiasaan yang terpola dan cepat menjadi bagian diri 

masyarakat, terutama generasi muda Indonesia, sehingga jiwa maritim 

dengan sendirinya menyatu dengan masyarakat dalam berpikir dan bertindak. 

Peran Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Sektor Maritim, 

Sebagaimana yang telah dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJM) 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional 

adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik di mana pengembangan maritim dan 

kelautan merupakan salah satu bagian dalam mewujudkan kemandirian 

ekonomi Nasional. Selain itu, dimuat juga salah satu sasaran dari 

pengembangan ekonomi maritim dan kelautan adalah terwujudnya SDM dan 

IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya 

bahari. 

Tuntutan dalam menyiapkan sumber daya manusia- manusia yang 

kompeten, mandiri, berdaya saing tinggi serta mampu beradaptasi pada 

perubahan global merupakan tantangan bagi Indonesia untuk bagaimana 

menginvestasikan sumber daya manusia tersebut sebagai modal penggerak 

perekonomian kemaritiman. Sehingga industri perikanan dan kelautan, tata 

perniagaan laut dan perairan umum, perdagangan, pertahanan, jasa kelautan 

serta industri maritim lainnya dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih 

besar bagi kemakmuran bangsa. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara 

terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca 

sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami 
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untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di 

masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 

 

Desember, 2023 

 

 

 

Penulis 

 

 

  



 

v 

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR ······················································································ iii 

DAFTAR ISI ··································································································· v 

BAB 1 SEJARAH KEMARITIMAN INDONESIA ·················································· 1 

A. Sejarah Lingkungan Alam Indonesia ······················································· 1 

B. Asal-Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia ·········································· 7 

C. Ruang Lingkup Sejarah Kemaritiman Indonesia ··································· 33 

BAB 2 INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM ··········································· 47 

A. Jati Diri Indonesia Sebagai Negara Maritim ········································· 47 

B. Sumberdaya Kemaritiman, Pemanfaatan dan Keberlanjutan ·············· 57 

C. Pertumbuhan Ekonomi Maritim Secara Nasional,  

Regional dan Internasional ··································································· 65 

BAB 3 INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA ·································· 71 

A. Doktrin Poros Maritim Dunia ······························································· 71 

B. Kesiapan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia ······························· 73 

C. Peran Diplomasi Maritim Dalam Mendorong  

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia ·············································· 75 

BAB 4 STRUKTUR SOSIAL DAN BUDAYA  

MASYARAKAT PESISIR DAN KEPULAUAN ··········································· 77 

A. Struktur dan Dinamika Sosial Masyarakat Pesisir  

dan Pulau-Pulau Kecil ··········································································· 77 

B. Budaya Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Dalam  

Keharmonisannya Dengan Alam ·························································· 87 

C. Pengetahuan dan Kearifan Masyarakat Pesisir dan  

Pulau-Pulau Kecil Dalam Globalisasi Budaya Modern ·························· 97 

DAFTAR PUSTAKA ···················································································· 108 

PROFIL PENULIS ······················································································· 113 

  



 

 

 

 

 

SEJARAH KEMARITIMAN INDONESIA 

 
A. SEJARAH LINGKUNGAN ALAM INDONESIA 

Dalam sejarah selama jutaan tahun, peristiwa alam berupa gerakan 

pengangkatan, pengikisan dan aktivitas gunung berapi telah mengakibatkan 

perubahan bentuk permukaan bumi sampai seperti yang sekarang ini. 

Gerakan pengangkatan juga menghasilkan daratan baru atau membentuk 

permukaan tanah yang semula datar menjadi terlipat, miring berlekuk-lekuk 

atau berbukit-bukit. Aliran sungai, hujan, angin dan gletser akan mampu 

mengikis tanah daratan dan pegunungan yang sudah terbentuk sebelumnya 

dengan memindahkan bermacam bahan alam seperti batu, kerikil, pasir, 

lumpur dan debu ke daerah sekitarnya yang lebih rendah. Demikian juga 

gunung berapi melemparkan batu, kerikil, lahar panas dan dingin yang 

kemudian tertimbun di tanah daratan yang lebih rendah di sekitarnya. 

Gerakan dari dalam bumi (endogin) dan gerakan dari luar bumi (exogin) itulah 

yang sesungguhnya secara alamiah memberikan bentuk kepada permukaan 

bumi. Namun demikian gerakan pengikisan yang berlangsung secara terus-

menerus masih belum dapat mengimbangi gerakan pengangkatan dari dalam 

bumi yang sedemikian kuat seperti halnya yang terjadi pada pegunungan. Hal   

itu terbukti dari terbentuknya pegunungan Himalaya, yang pada kala Eosin 

masih merupakan endapan laut Tethys, akan tetapi sekarang ini sudah berada 

lebih dari 8.000 M di atas permukaan laut. 
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INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM 

 
A. JATI DIRI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM  

Fakta sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia 

adalah pelaut ulung. Penemuan situs prasejarah dan data-data sejarah 

kebaharian Nusantara membuktikan bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia 

dengan teknologi perkapalan yang dimiliki pada zamannya sudah mampu 

mengarungi samudra luas lintas benua melalui aktivitas pelayaran dan 

perdagangan. Meski demikian, karakter kepulauan dari wilayah Indonesia 

telah memberikan akses yang sangat mudah bagi pengaruh Bangsa-Bangsa 

lain. Fakta bahwa kepulauan Nusantara menghasilkan banyak komoditas 

berlimpah dan bernilai ekonomis tinggi menjadi magnet tersendiri bagi para 

pedagang dan penakluk asing untuk datang. Tak pelak, sejarah telah 

mencatat bahwa pulau-pulau dan laut di Nusantara menjadi medan 

pertempuran bagi banyak kekuatan. Perang dagang, ekonomi dan politik 

sejak era kerajaan hingga era kolonialisme telah mewarnai perjalanan dan 

dinamika sejarah Bangsa Indonesia (Kadar, 2015). 

Kedua fakta geografis dan perjalanan historis yang dijelaskan di atas telah 

menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia sejak masa lampau merupakan bangsa 

maritim. Pada waktu yang cukup lama, dominasi kolonialisme telah 

meredupkan kehidupan sebagai bangsa maritim tersebut (Oktavian dan 

Yulianto, 2014). Oleh karena itu, generasi sekarang dan yang akan datang 

memiliki tanggung jawab penuh dalam merevitalisasi segala aspek kehidupan 

BAB  
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INDONESIA SEBAGAI  

POROS MARITIM DUNIA 

 
A. DOKTRIN POROS MARITIM DUNIA  

Indonesia memasuki era baru dalam sejarah setelah mendeklarasikan diri 

sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Konsep pembangunan yang 

menitikberatkan pada daratan dianggap kurang relevan untuk membangun 

Indonesia apabila melihat kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah 

perairan 78 persen (Hutomo & Moosa, 2005). Fakta geografis ini memberikan 

pesan bahwa upaya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 

(2014-2019) untuk mendorong isu-isu kelautan melalui Poros Maritim Dunia 

tidaklah berlebihan. 

Visi global ini dideklarasikan pada saat kedua pemimpin tersebut dilantik 

menjadi pimpinan tertinggi Indonesia di Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) pada tanggal 20 Oktober 2014. Pada saat pidato di depan MPR, 

Presiden Joko Widodo mendeklarasikan Indonesia sebagai negara maritim 

dan menggelorakan semangat kemaritiman dengan mengeluarkan 

pernyataan bahwa "Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan 

teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai 

pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama 

Republik Indonesia," (The Jakarta Globe, 2014). 
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STRUKTUR SOSIAL DAN BUDAYA 

MASYARAKAT PESISIR DAN KEPULAUAN 

 
A. STRUKTUR DAN DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT PESISIR DAN 

PULAU-PULAU KECIL  

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat 

meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih 

dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan 

air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi 

oleh proses-prose alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran 

air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran. Sebagian besar wilayah Indonesia 

adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan 

potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan 

masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan 

(maritim) tersebut. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan 

senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan 

dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) 

pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian 

agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) 

merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan 

sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor 

pertanian. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

BAB  
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